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ABSTRACT  
Permit is an administrative authority owned by government meant as a 
means of observes public activity. Permit is an approval from power based 
on law and regulation or regulation of government for in a state of certain 
digresses from prohibition of law and regulation rule, and this thing is 
concerning action for the benefit of public. In implementing is so-called as 
good government public ground, required professional government officer, 
honestly open and protected from corruption. 
Keywords: Permits as a tool of controlling 
ABSTRAK  
izin adalah kewenangan administratif yang dimiliki oleh pemerintah 
sebagai salah satu sarana untuk mengawasi aktifitas masyarakat. Izin 
adalah persetujuan yang didasarkan pada kekuasaan mengatur 
pemerintah beralaskan hukum dimaksudkan sebagai alat untuk kebaikan 
bagi masyarakat. Dalam implementasinya sebagaio bagian dari cita-cita 
pemerintahan yang baik, dibutuhkan aparat yang profesional, jujur, 
terbuka dan bebas korupsi. 
Kata kunci : Izin sebagai sarana pengendalian 
 
 
PENDAHULUAN  
Republik Indonesia sejak berdirinya telah mendeklarasikan diri 
sebagai negara hukum. Untuk memberikan jaminan perlindungan hukum 
bagi warga negara, prinsip negara hukum ditegaskan dalam Undang-
Undang Dasar.  
Julius Stahl dalam Miriam Budiarjo (1982 : 57-58) menjelaskan 
bahwa unsur suatu negara hukum (rechtstaat) adalah (1) perlindungan 
terhadap Hak Asasi Manusia, (2) Pemisahan dan pembagian kekuasaan 
untuk menjamin hak-hak itu (3) pemerintahan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan (4) adanya peradilan administrasi dalam 
perselisihan.  
Sebagai negara berdasarkan hukum, negara dan pemerintah 
Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah 
Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan 
masyarakat yang adil makmur, merata baik materiil dan spiritual.  
SF Marbun dkk. (2004 : 73) menjelaskan bahwa pemerintah wajib 
meningkatkan seluruh kepentingan masyarakat, dan untuk itu pemerintah 
harus aktif berperan mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi 
masyarakat. Dalam melaksanakan hal tersebut, maka kepada pemerintah 
dilimpahkan suatu public service. 
Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah merupakan 
suatu kebebasan tertentu untuk secara aktif bertindak atas inisiatif sendiri 
menyelesaikan berbagai masalah yang membutuhkan penanganan 
secara cepat.  
Sjahran Basah dalam SF. Marbun dkk. (2004 : 81) mengemukakan 
bahwa administrasi negara adalah alat perlengkapan negara baik di 
tingkat pusat dan daerah yang menjalankan seluruh kegaiatan bernegara 
dalam menjalankan pemerintahan. Alat tersebut dapat berupa seorang 
petugas/pejabat maupun badan pemerintahan. Alat perlengkapan negara 
ini dilengkapi dengan wewenang untuk menjalankan fungsi pemerintahan 
dan mengambil kebijakan-kebijakan. Wewenang mengambil kebijakan 
tersebut bersumber dari undang-undang.  
Berkaitan dengan prinsip otonomi daerah yang telah ditegaskan 
dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
(selanjutnya disebut UU 32/2004), maka pemerintah daerah memiliki 
kewenangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.  
Salah satu bentuk kewenangan yang menjadi perhatian adalah 
kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin, yang lahir 
berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada 
pemerintah daerah.  
Effendi (2003 : 62) mengemukakan bahwa tugas pemerintah dalam 
mengatur mempunyai makna pemerintah terlibat dalam penerbitan dan 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan termasuk melahirkan 
sistem-sistem perizinan melalui instrumen pengaturan tersebut, 
pemerintah mengendalikan masyarakat dalam bentuk peraturan termasuk 
izin yang mengadung larangan dan kewajiban.  
Dengan demikian, izin sebagai salah satu instrumen pemerintahan 
berfungsi mengendalikan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan 
tujuan yang telah ditetapkan.  
Sebagai penjelmaan desentralisasi, dan memberikan otonomi 
kepada pemerintah daerah, maka wewenang pemerintah dalam 
membentuk peraturan atau kebijaksanaan di bidang tertentu diserahkan 
untuk menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah yang 
bersangkutan, yang dijalankan oleh organ pemerintahan tertentu.  
Secara teoritis, wewenang itu diperoleh dari 3 cara, yaitu atribusi, 
delegasi dan mandat. Menurut Indroharto dalam Ridwan (2003 : 73) 
bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang 
baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yang 
melahirkan suatu wewenang baru.  
H.D van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam Ridwan (2003 : 74) 
mendefinisikan sebagai berikut :  
a. Attribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat 
undang-undang 
b. Delegasi : Pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ 
pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya  
c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.  
 
Philipus M. Hadjon dkk (2002 : 269) suatu prosedur penerbitan 
keputusan tata usaha negara setidaknya memenuhi tiga landasan utama 
hukum administrasi yaitu landasan negara hukum landasan demokrasi , 
landsan instrumental, yaitu daya guna, (efisiensi, doelmatigheid) dan hasil 
guna (efektif, doeltreffenheid).  
Wewenang pemerintah daerah dalam memberikan izin adalah 
salah satu bentuk delegasi. Berdasarakan ketentuan dalam penjelasan 
UU 32/ 2004 :  
Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas, 
wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya serta atas kuasa 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat 
menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam 
peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan darah 
lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan 
kepentingan umum serta peraturan daerah lain.  
 
Berkaitan dengan hal tersebut, penerbitan izin sebagai salah satu 
bentuk keputusan haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat. Sebagai bagian dari wewenang administratif juga seharusnya 
mengaplikasikan asas-asas umum pemerintahan yang layak yang antara 
lain akuntabilitas, profesionalitas, keterbukaan dan mengutamakan 
kepentingan umum.  
 PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Pengertian Izin  
Sebelum membahas pengertian izin, perlu dikemukakan lebih 
dahulu istilah-istilah lain antara lain Dispensasi, Lisensi dan Konsesi. 
Philipus M. Hadjon (1991 : 3) mengemukakan bahwa Dispensasi 
merupakan pelepasan atau pembebasan, dimaksudkan sebagai kecualian 
yang sungguh-sungguh atas larangan sebagai aturan umum. Sedangkan 
WF. Prins berpendapat bahwa Dispensasi adalah tindakan pemerintahan 
yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak 
berlaku bagi sesuatu yang istimewa.  
Dispensasi memang dimaksudkan sebagai perkecualian yang 
sungguh-sungguh atas larangan sebagai aturan umum, yang 
diperkenankan berhubungan erat dengan keadaan-keadaan peristiwa 
secara khusus.  
Bentuk lain adalah lisensi. Ateng Syafrudin dalam Ridwan (2003 : 
151) berpendapat bahwa lisensi adalah izin untuk menyelenggarakan 
suatu perusahaan atau bersifat komersial sedangkan konsesi merupakan 
izin yang berhubungan dengan pekerjaan besar dimana kepentingan 
umum terlibat erat sekali hingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas 
pemerintah, tetapi pemerintah memberi hak penyelenggaraannya kepada 
konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah.  
Konsesi merupakan penetapan yang memungkinkan konsesionaris 
mendapat izin, lisensi, dan juga semacam wewenang pemerintahan yang 
memungkinkannya untuk misalnya membuat jalan, jembatan layang dan 
sebagainya. Pemberian konsesi haruslah dengan penuh kewaspadaan 
dan perhitungan yang matang.  
Nurwigati (hal. 2) menyatakan bahwa Izin dalam pengertian luas 
adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan 
perundang-undangan atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan 
tertentu menyimpang dari larangan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan hal ini menyangkut tindakan demi kepentingan umum.  
S.J. Fockema Andreae dalam Ridwan (2003 : 152) menyebutkan 
Izin (vergunning) juga dijelaskan sebagai perkenan/izin dari pemerintah 
berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan 
untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, 
tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama 
sekali tidak dikehendaki.  
Sedangkan menurut Syachran Basah dalam Ridwan (2003 :152) 
izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang 
mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persayaratan 
atau prosedur sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.  
N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge sebagaimana dikutip oleh 
Philipus M. Hadjon mengemukakan pengertian izin dalam arti luas adalah:  
Izin adalah instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum 
administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana 
yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga.  
Izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-
undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu 
menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan dalam undang-
undang.  
Van Der Pot (dalam Pudyatmoko 2009 : 7) mengemukakan bahwa 
Izin merupakan suatu keputusan yang memperkenankan dilakukannya 
perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.  
 Selain itu, Prajudi Atmosudirjo (dlm Pudyatmoko 2009 : 7) juga 
mengemukakan bahwa izin (vergrunning) merupakan dispensasi pada 
suatu larangan oleh undang-undang yang bersangkutan berbunyi : 
“Dilarang tanpa izin…(melakukan)… dan seterusnya”. 
Dengan memberi izin, pemerintah memberikan perkenan kepada 
orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu 
yang sebenarnya dilarang. Izin dalam arti sempit adalah izin yang pada 
umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk 
mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalangi keadaan-keadaan 
yang buruk; pembebasan/dispensasi adalah pengecualian atas larangan 
sebagai aturan umum, yang berhubungan erat dengan keadaan-keadaan 
khusus peristiwa; konsesi adalah izin yang berkaitan dengan usaha yang 
diperuntukkan untuk kepentingan umum (Philipus M. Hadjon, 1993 :2-3). 
Bruggink (1999 : 101) menyebutkan bahwa izin (toestemming/permisi) 
adalah pembolehan khusus terhadap sesuatu yang secara umum 
dilarang. Sedangkan Ridwan (2003 : 155) mengemukakan bahwa izin 
adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan 
perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut 
prosedur dan persyaratan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa dalam izin 
terdapat beberapa unsur yaitu Instrumen yuridis, peraturan perundang-
undangan, organ pemerintahan peristiwa konkrit, serta prosedur dan 
persyaratan tertentu. 
Tujuan Izin  
Pemerintah melalui izin terlibat dalam kegiatan warga negara. 
Dalam hal pemerintah mengarahkan warganya melalui instrumen 
perizinan untuk terlibat dalam kegiatan warga. Bahkan tidak berhenti pada 
satu tahap, akan tetapi melalui serangkaian kebijakan.  
Setelah izin di proses, masih dilakukan pengawasan, pemegang 
izin diwajibkan memberikan laporan berkala, dan sebagainya, sebagai 
rangkaian dari kegiatan pengawasan. 
Fungsi izin adalah sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh 
pemerintah untuk mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara yang 
dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. (Hadjon, 1993 : 5).  
Nurwigati mengemukakan bahwa tugas pemerintah dapat 
dikelompokkan menjadi dua macam yaitu tugas mengatur dan 
memberikan pelayanan kepada umum. Tugas mengatur meliputi 
pembuatan-pembuatan peraturan yang harus dipatuhi masyarakat, 
sedangkan tugas pelayanan meliputi tugas-tugas pemerintah untuk 
memenuhi kebutuhan sarana finansial dan personal dalam rangka 
meningkatkan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial, ekonomi, 
kesehatan dan lain sebagainya.  
Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur pemerintah, 
karena perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi 
masyarakat yang berisi larangan dan perintah.  
Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi sebagai pengarah, atau 
untuk mengemudikan tingkah laku warga. Perizinan juga dimaksudkan 
untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan. Izin dikeluarkan oleh penguasa sebagai instrumen untuk 
mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara 
yang dianjurkannya guna mencapai tujuan yang konkrit.  
Tujuan pemerintah dalam menerbitkan izin antara lain dijelaskan 
dalam Hadjon (1993 : 4-5) yaitu :  
Keinginan untuk mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu   
 Melalui izin, pemerintah mengarahkan aktivitas tertentu dari 
masyarakat misalnya dalam hal penerbitan izin mendirikan bangunan 
(IMB). Untuk memperoleh IMB, pemohon harus memenuhi beberapa 
persayaratan antara lain gambar, bahan, model konstruksi dan hal-hal 
lain yang dianggap perlu guna menjadi batasan bagi pemohon akan 
bangunan yang ingin dibuatnya.  
 Hal ini menjadi penting agar bangunan yang dibuat oleh warga 
memenuhi prasyarat tertentu yang memungkinkan pemerintah 
mengetahui bahwa semua bangunan memenuhi ketentuan antara lain 
keamanan, kesesuaian dengan peruntukan lahan, ataupun membatasi 
ketinggian bangunan (misalnya untuk bangunan di sekitar bandara), 
atau disesuaikan dengan rencana tata kota. 
Mencegah bahaya bagi lingkungan 
 Dalam pasal 6 ayat 1, UU No 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan 
lingkungan hidup, ditentukan bahwa setiap orang berkewajiban 
memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan 
menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 
 Untuk dapat melakukan kegiatan yang kemungkinan berpengaruh 
terhadap lingkungan hidup tersebut, maka seseorang atau suatu 
badan hukum harus memiliki izin yang akan diawasi oleh pemberi izin 
utamanya dalam upaya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup 
tersebut. Misalnya dalam kegiatan pertambangan, pabrik atau 
pengelolaan hutan. 
 Dengan instrumen izin, maka pemerintah dapat membatasi aktivitas 
yang berpengaruh pada lingkugan hidup agar tidak terjadi kerusakan 
atau menimbulkan bahaya terutama bencana alam.  
Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu  
 Pemerintah mempunyai kepentingan agar obyek-obyek tertentu yang 
berguna bagi masyarakat tetap terjaga dan terlindungi. Hal ini dapat 
dilihat pada upaya pemerintah untuk melindungi peninggalan 
bersejarah dan purbakala.  
 Pembangunan yang dilakukan jika berdekatan dengan obyek 
bersejarah akan mendapat perhatian khusus, demikian pula dengan 
pengelolaan benda-benda purbakala lain yang dilindungi. 
 Undang-undang No. 5 Tahun 1992 Memberikan perlindungan terhadap 
Benda Cagar Budaya baik bergerak maupun tidak, sehingga 
pengelolaannya harus mendapat perlakuan khusus, dengan 
pemerintah turut terlibat aktif dalam memberikan izin atau mengawasi 
pengelolaan benda cagar budaya tersebut.  
Keinginan membagi benda yang sedikit jumlahnya 
 Adakalanya kegiatan masyarakat berkaitan dengan benda yang 
jumlahnya sedikit. Potensi alamyang ada harus semaksimal mungkin 
bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya warga negara. Hal ini dapat 
dilihat antara lain pembatasan penambangan mineral, bahan galian, 
atau pemanfaatan air bawah tanah. Sekalipun banyak, potensi 
tersebut dapat habis dalam kurun waktu tertentu sehingga 
pemanfaatannya harus secara bijaksana sehingga pemerintah harus 
turut campur dengan membatasi izin pemanfaatannya.   
Keinginan untuk menyeleksi orang dan aktifitas-aktifitas tertentu  
 Pemerintah berkepentingan untuk mengawasi warganya dalam 
tindakan-tindakan tertentu. Untk mengemudikan kendaraan, seorang 
warga negara harus memiliki izin agar pengguna kendaraan dibatasi 
pada warga yang benar-benar mengerti cara mengemudi dan 
pemanfaatan jalan dan jembatan. Untuk itu pemerintah melalui pihak 
kepolisian akan membatasi dengan mengeluarkan surat izin 
mengemudi (SIM) hingga hanya yang memiliki SIM-lah yang bisa 
mengemudikan kendaraan di jalan raya, baik roda dua, empat atau 
lebih. 
 Diharapkan dengan cara tersbut, maka tingkat kecelakaan lalu lintas 
dapat dikurangi, karena hanya mereka yang benar-benar mampu 
mengemudilah yang menggunakan kendaraan. 
Instumen izin digunakan oleh penguasa terutama dalam bidang 
hukum lingkungan, pengaturan ruang, administrasi sosial ekonomi budaya 
dan kesehatan.  
Rustiani (2003 : 1 – 2) mengemukakan bahwa formalitas usaha 
dalam bentuk izin adalah sebuah bentuk pengakuan negara terhadap 
keabsahan suatu kegiatan yang dilakukan oleh warga negaranya. Dengan 
demikian pengakuan ini berarti kegiatan usaha tersebut dianggap sah 
menurut peraturan atau hukum (positif) yang berlaku di negara yang 
bersangkutan. Dengan adanya pengakuan secara formal tersebut, maka 
negara wajib memberikan perlindungan, pengawasan dan pembinaan 
terhadap suatu kegiatan usaha.  
Bentuk dan Isi Izin  
 Pada umumnya sistem izin terdiri dari larangan, persetujuan yang 
merupakan dasar perkecualian dan ketentuan-ketentuan lain yang 
berhubungan dengan izin. Larangan dan wewenang suatu organ 
pemerintahan untuk menyimpang dari larangan itu dengan memberi izin 
harus ditetapkan dengan suatu peraturan perundang-undangan.  
Pada dasarnya izin sebagai keputusan TUN yang bebas dapat 
ditarik kembali/dicabut, hal ini karena tidak terdapat persyaratan-
persyaratan yang mengikat dimana izin tidak dapat ditarik kembali atau 
dicabut.  
Keputusan memberikan izin adalah suatu keputusan tata usaha 
negara (keputusan TUN) yang merupakan keputusan sepihak dari suatu 
organ pemerintahan (Ten Berge dalam Philipus M Hadjon, 1991 : 7).  
Keputusan tersebut memberikan anugrah kepada yang 
dialamatkan, dalam artian diberikan hak atau pemenuhan tuntutan yang 
tidak akan ada tanpa izin itu. Selanjutnya pemberian izin kepada sesorang 
dapat berarti pemberian beban kepada orang lain, misalnya bagi mereka 
yang tinggal disekitarnya yang akan merasa dirugikan dengan pemberian 
izin tersebut.  
Izin sebagai suatu bentuk keputusan yang dibuat oleh pejabat yang 
berwenang, atau sebagai ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan 
atau pejabat tata usaha negara bersifat konkrit, individual dan final, yang 
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata 
(UU No. 5 Tahun 1986 pasal 1 ayat 3)  
Berdasarkan hal tersebut, izin akan selalu berbentuk tertulis 
berisikan :  
 1. Organ pemerintah yang memberikan izin  
 2. Siapa yang memperoleh izin  
 3. Untuk apa izin digunakan  
 4. Alasan yang mendasari pemberiannya  
 5. Ketentuan pembatasan dan syarat-syarat  
 6. Pemberitahuan tambahan  
  
Ketentuan pertama sampai ketiga wajib ada untuk bisa 
dikategorikan sebagai keputusan perizinan, sedangkan ketentuan nomor 4 
sampai 6 tidak wajib ada tetapi dalam prakteknya biasanya akan ada.  
Sebagai salah satu bentuk keputusan tata usaha negara, maka izin 
adalah norma penutup dari semua norma yuridis yang ada. Hal ini 
dikarenakan lahirnya izin pasti akan didahului dengan adanya norma 
abstrak terlebih dahulu atau norma yang sifatnya umum, belum ditunjuk 
subyeknya, waktunya, tempatnya dan izin akan terletak pada deretan 
paling akhir dari semua norma abstrak yang mendahuluinya, dan tentang 
hal yang dituju atau sudah bersifat konkrit, individual dan final akan 
langsung digunakan untuk melakukan aktifitas tertentu (Nurwigati, hal 5 – 
6)  
Effendi (2003 : 65) menjelaskan bahwa Izin juga dapat bersifat 
memberatkan, antara lain izin yang unsur-unsurnya memberatkan dalam 
ketentuan yang berkaitan padanya. Disamping itu izin juga memberi 
beban kepad orang lain atau masyarakat disekitarnya, misalnya 
pemberian izin bagi perusahaan tertentu, bagi mereka yang tinggal 
disekitarnya yang merasa dirugikan oleh pmberian izin itu dan merupakan 
suatu beban.  
Izin Sebagai Instrumen Pengawasan  
Penggunaan izin sebagai instrumen pengawasan ditunjukkan 
dengan pemberian izin-izin tertentu bagi aktifitas masyarakat. Berbagai 
persyaratan-persyaratan dalam pengurusan izin merupakan pengendali 
dalam memfungsikan izin itu sebagai alat untuk mengawasi aktifitas 
masyarakat, dan perbuatan yang dimintakan izin adalah perbuatan yang 
memerlukan pengawasan khusus, dan dalam memberikan izin menjual 
minuman keras, ditetapkan sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi 
oleh pemohon izin.  
Pengawasan dibutuhkan sebagai perlindungan hukum bagi warga 
negara terhadap dampak dari penerbitan keputusan tata usaha negara. 
Pemerintah menjalankan pemerintahan melalui pengambilan keputusan 
pemerintahan yang bersifat strategis, policy atau ketentuan-ketentauan 
umum melalui tindakan-tindakan pemerintahan yang bersifat menegakkan 
ketertiban umum, hukum, wibawa negara, dan kekuasaan negara.  
Keputusan administrasi negara yang berupa penetapan disebut 
juga tindakan administrasi negara dalam menjalankan tugasnya dibidang 
publik service, menggunakan kewenangannya berdsarkan hukum publik, 
dalam hal ini hukum administrasi negara. Dengan kata lain HAN menjadi 
landasan kerja bagi administrasi negara yang mengemban tugas publik 
service.  
Fungsi pengawasan terhadap izin yang telah dikeluarkan mutlak 
diperlukan untuk menghindari penyimpangan terhadap izin yang telah 
dikeluarkan agar tidak disalahgunakan. Pengawasan terhadap izin. 
Adalah tanggungjawab lembaga yang mengeluarkan izin tersebut.  
Mengingat fungsi perizinan sebagai alat untuk mengadakan 
pembinaan, pengaturan, pengadilan dan pengawasan, maka pada 
dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut 
retribusi. Akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut pemerintah 
mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat 
tercukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap 
perizinan tertentu masih dapat dipungut retribusi.  
Selanjutnya, berdsarkan pasal 18 ayat (3) UU. No. 18 Tahun 1997 
yang terakhir diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah maka pemerintah daerah menetapkan biaya 
retribusi yang dapat dipungut dalam mengurus perizinan tertentu. 
Setiap tindakan pemerintahan harus diambil dengan perhitungan 
yang cermat agar tidak merugikan bagi warga negara. Pemerintah harus 
mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan 
yang berhubungan dengan materi keputusan, mendengar dan 
mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak tertentu 
atau yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan hasil atau 
akibat dari keputusan tersebut.  
Widodo (2001) menekankan bahwa birokrsi publik sebagai pelaku 
kebijakan dan pelayanan publik seharusnya bertanggung jawab 
(responsible) terhadap apa yang menjadi sikap atau perilaku dan sepak 
terjangnya kepada publik (rakyat) dalam menjalankan tugas, fungsi, dan 
kewenangan yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan karena rakyat 
di samping sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, juga karena 
rakyat adalah pemilik dari setiap kekayaan negara, sumber pendapatan 
negara/pemerintah, kewenangan, kekuasaan dan sebagainya. Karenanya 
sudah sewajarnya birokrasi publik harus bertanggung jawab kepada 
rakyat.  
Berkaitan dengan perihal pengawasan dalam pelaksanaan 
kewenangan pemerintah dalam pemberian izin, maka guna mewujudkan 
tata pemerintahan yang baik maka aparatur pemerintah dalam 
melaksanakan fungsinya harus dapat memenuhi seluruh ketentuan, 
utamanya dalam menentukan apakah sebuah izin bisa diberikan atau 
tidak, dan selanjutnya tentu saja mengawasi pelaksanaan izin tersebut 
apakah sesuai dengan peruntukannya atau tidak.  
Izin dan Good Governance 
 Tata pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan issu 
yang paling gencar dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. 
Tuntutan yang gencar dari masyarakat kepada pemerintah untuk 
menyelenggarakan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan 
peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat serta adanya 
globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintahan dianggap tidak 
sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. 
 
 Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik maka diperlukan 
pembangunan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi moral dan 
etika, sistem ekonomi yang mapan dan administrasi pemerintahan yang 
dapat melaksanakan kegiatan sektor publik yang efisien, akuntabel dan 
terbuka. Disamping itu juga diperlukan pembangunan Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang dapat bekerja dengan baik, birokrasi yang 
berakhlak, berwawasan luas, demokratis dan responsif terhadap apa yang 
menjadi kebutuhan masyarakat.  
 Tuntutan masyarakat tersebut hanya dapat terwujud apabila 
tercipta suatu sistem pemerintahan yang baik, dimana secara utuh dapat 
didefinisikan sebagai suatu sistem yang memungkinkan terjadinya 
mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif 
dengan menjaga sinergi yang konstruktif diantara pemerintah, sektor 
swasta dan masyarakat. 
Untuk melaksanakan tuntutan itu maka diperlukan adanya 
perbaikan kelembagaan terhadap sistem yang digunakan selama ini, 
untuk dapat mewujudkan clean government. Clean government diartikan 
sebagai pemerintahan yang bersih, karena sebelum memperoleh tata 
pemerintahan yang baik terlebih dahulu harus melalui pemerintahan yang 
bersih.  
Unsur-unsur pokok dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang 
bersih adalah membangun SDM yang baik, menciptakan sistem yang 
baik, dan terwujudnya kepatuhan hukum. Dengan terpenuhinya unsur-
unsur tersebut maka diharapkan akan tercapai pemerintahan yang bersih. 
Dengan memiliki pemerintahan yang bersih akan meningkatkan 
kesadaran untuk setiap unsur pemerintahan untuk terus melakukan 
perbaikan. 
Bagir Manan (2005 : 276) menyatakan bahwa penyelenggaran 
pemerintahan yang baik yaitu yang memberikan berbagai kemudahan, 
kepastian, dan bersih dalam menyediakan pelayanan dan perlindungan 
dari berbagai tindakan sewenang-wenang, baik atas diri, hak maupun atas 
harta bendanya. 
Selanjutnya dijelaskan bahwa yang paling bersentuhan dengan 
rakyat banyak adalah dua bidang, yaitu administrasi negara dan penegak 
hukum. Karena itu sangat wajar apabila penyelenggaraan pemerintahan 
yang baik terutama ditujukan kepada pembaharuan administrasi negara 
dan pembaruan penegakan hukum. Pelayanan yang dipanjang-
panjangkan, bertele tele, bukan hanya memakan waktu, dapat 
menghilangkan peluang, tetapi menjadi suatu fungsi komersial, karena 
melahirkan sistem uang pelicin, hadiah, yang tidak lain dari suatu bentuk 
suap. 
Terkait dengan hal tersebut, di Indonesia dikenal istilah asas-asas 
umum pemerintahan yang layak, yang dimaksudkan sebagai perlindungan 
hukum warga dari tindakan pemerintah, yaitu sebagai dasar penilaian 
dalam peradilan dan upaya administrasi (Ridwan 2003 : 187). 
Di Indonesia, seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan 
politik, asas-asas ini kemudian muncul dalam suatu undang-undang yaitu 
dalam pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme disebutkan asas 
umum penyelenggaraan negara yaitu ; 
1. Asas Kepastian Hukum 
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara 
3. Asas Kepentingan Umum  
4. Asas Keterbukaan  
5. Asas Proporsionalitas 
6. Asas Profesionalitas 
7. Asas Akuntabilitas. 
 
Asas-asas tersebut ditujukan untuk para penyelenggara negara 
secara keseluruhan, dalam artian bahwa asas-asas tersebut lebih 
merupakan etika dalam penyelenggaraan kenegaraan, bukan sebagai 
kaidah hukum. 
Dalam Undang-undang tentang Pelayanan publik No. 25 Tahun 
2009 pasal 34 tercantum ketentuan bahwa Aparat dalam 
menyelenggarakan pelayanan publik berperilaku sebagai berikut :  
1) adil dan tidak diskriminatif; 
2) cermat; 
3) santun dan ramah; 
4) bersikap tegas dan handal serta tidak memberikan keputusan yang 
berlarut-larut;  
5) Profesional; 
6) Tidak mempersulit; 
7) patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;  
8) menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi 
penyelenggara; 
9) tidak membocorkan informasi atau dokumen yang menurut peraturan 
perundang-undangan wajib dirahasiakan;  
10) terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari 
benturan kepentingan 
11) tidak menyalahgunakan sarana dan dan prasarana serta fasilitas 
pelayanan publik; 
12) tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam 
menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi 
kepentingan masyarakat; 
13) tidak menyalah gunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan 
yang dimilliki; 
14) sesuai dengan kepantasan; 
15) tidak menyimpang dari prosedur. 
 
Jika seluruh hal diatas dapat diwujudkan oleh penyelenggara 
pelayanan publik, dalam hal ini pada penerbitan dan pengawasan izin, 
maka diharapkan aktivitas masyarakat dapat diawasi denganbaik 
sehingga tidak merugikan hak sebagian warga masyarakat yang lain.  
 Hal mendasar yang menjadi persoalan di Indonesia adalah 
pelaksanaan di lapangan. Segala ketentuan yang ada mungkin saja 
tercipta dan dimaksudkan untuk menjadi aturan yang ditaati oleh segenap 
warga negara. Akan tetapi, maraknya korupsi dan lemahnya pengawasan 
membuat semua usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi ideal 
sangat jauh dari harapan.  Aturan tinggal menjadi aturan yan tertulis dan 
memenuhi lemari, tetapi pelaksanaannya jauh dari apa yang tertuang 
dalam semua aturan tersebut.  
 Berbagai penyimpangan yang terjadi umumnya diakibatkan oleh 
aparat pemerintahan sendiri yang kurang ketat dalam melakukan 
pengawasan baik sebelum  atau setelah izin diterbitkan.  
 Beberapa contoh dapat dilihat antara lain kejadian jatuhnya mobil 
dari parkir yang berlokasi di gedung tinggi di Jakarta. Konstruksi 
bangunan tidak memadai untuk menahan laju mobil yang menabrak 
dinding sehingga jatuh korban. Sementara sebenarnya sudah ada 
ketentuan yang mengatur tentang ukuran konstruksi bangunan yang harus 
dipenuhi oleh pelaksana pembangunan gedung akan tetapi pengawasan 
sekali lagi menjadi kendala.  
 Jika di tingkat ibu kota Jakarta saja banyak terdapat penyimpangan, 
apalagi di daerah. Ketentuan-ketentuan yang mengikuti penerbitan izin 
hanya dianggap sebagai hiasan tanpa ada keinginan yang kuat untuk 
menegakkannya.  
 
PENUTUP  
Profesionalitas aparat pemerintah perlu ditingkatkan untuk 
mengurangi penyimpangan dalam prosedur penerbitan izin. Banyaknya 
pelanggaran yang terjadi membuktikan bahwa aparat pemerintah tidak 
bekerja secara maksimal dan profesional dalam masalah perizinan. 
Maraknya korupsi juga menjadi penyebab utama lemahnya 
pengawasan dalam hal perizinan. Hampir semua masalah yang timbul dari 
berbagai kejadian yang terjadi terkait pemberian izin adalah buah dari 
maraknya korupsi. Perlindungan terhadap kepentingan umum yang 
seharusnya menjadi prioritas utama tidak terwujud. Penerbitan izin malah 
menjadi alat bagi sebagian aparat pemerintahan yang berlaku tidak jujur 
untuk mengutip sejumlah uang dari pemohon izin untuk kepentingan 
pribadinya.  
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